Menimbang

Mengingat

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian

Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.

Bupati adalah Bupati Malang.
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10.

(1)

(2)

(3)

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Malang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung
oleh penduduk desa yang bersangkutan.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa
yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan,
dan pelaksana teknis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD

setiap tahun anggaran.

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana

perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana

alokasi khusus.

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bagi masing- masing Desa dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas
wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
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BAB III
BESARAN ADD

Pasal 3

Besaran ADD diberikan kepada Desa yang diperhitungkan
dengan rumus sebagai berikut:

Y ADDx = ¥ (ADDM + ADDP )

ADDx = ADDM + ADDP

ADDM = 85% x Pagu ADD dibagi Total Jumlah Desa
ADDP = 15% x Pagu ADD x BDx

Keterangan :

ADDx = ADD yang diberikan kepada Desa.
ADDM = ADD Minimal yang diberikan kepada Desa dengan
besaran yang sama setiap Desa.

ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan
secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD
dikalikan Nilai Bobot Desa.

BDx = Nilai Bobot Desa.

Pasal 4

(1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah
penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan

desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
(2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan

ketentuan sebagai berikut:

Variabel Koefisien | Indeks
Jumlah penduduk desa KV1 0,25
Luas wilayah desa KV2 0,10
Angka kemiskinan desa KV3 0,35
Tingkat kesulitan geografis desa | KV4 0,30

(3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan rumus:

BDx = ((0,25 x KV1) + (0,10 x KV2) +(0,35 x KV3)+
(0,30 x KV4))
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Pasal 5

Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI MALANG,

Ttd,
H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
Ttd,
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 8 Seri D

D:\PERBUB PAK ARIS\Keputusan Pendek 2015\Perbup ADD revisig.doc



